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b.

Mengingat : 1.

BUPAfT KATTI$GAIS,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat

{21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat

suatu Pedoman tentang Penlrtrsunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di

atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

2.

L



3.

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor !97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a25O);

Undang-Undang Nomor 1'7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286)';

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendah araan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2oO8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2AO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
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TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a$aal;

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahanhrsat

danPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraa3S);

10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTa}run2oll
NomorS2,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 523a1;

l.1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

KedudukanKeuanganKepalaDaerahdan\Makil
KepalaDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4A281;

L2. Perafr,tran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang

subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraall

Asuransi Kesehatan bagr Pegawai Negeri sipil dan

PenerimaPensiun(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 62, Tambahan

l,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomora294l;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2oo4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oo7 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tartbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT 0l;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2oo5 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai



i

politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 62, Tambaan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a513);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a57O);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5751;

l_7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a576);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57

Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a577);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5781;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penlrusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}lrun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 158, Tambahan l,embaran Negara



22.

Republik Indonesia Nomor a5871;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2A06 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

24. Perafitran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2OO7

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aTaLl;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2ALO tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun ZALO tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Republik

Indonesia (DPR RI).

27. Perafi,tran Presiden Nomor 108 Tahun 2AO7 tentang

T\rnjangan Tenaga KePendidikan;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Katingan Nomor

1 Tahun 2OO9 tentang Pokok Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten

Katingan tahun 2OOg Nomorl);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2

Tahun zOlL tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
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31.

dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Katingan;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun2otLtentangPerubahanAtasPeraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah

Kabupaten Katingan;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun

2oLLtentangPerubahanAtasPeraturanDaerah
KabupatenKatinganNomor'tahun2003tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Katingan'

33. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8

Tahun zotl tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OLl Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14

Tahun 2olL tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

DaerahKabupatenKatinganTahunzoLLNomorl4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15

Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran

DaerahKabupatenKatinganTahun2ollNomorl5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor L6

Tahun 2oll tentang Retribusi Penzinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2O1l

Nomor 16);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2OO5 tentang Pedoman Pengajuan. Penyerahan dan

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I

Tahun 2oLL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

32.



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun

2OO7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2OO7

tentang Pakaian Dinas Pegewai Negeri Sipil

dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2OLL tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar

Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan

Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2OLL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari APBD;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 72|PMK.O2 /2OL3 tentang Standar Biaya Tahun

Anggaran 2OL4;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2L

Tahun 2OL2 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)

dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun

2OLg Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun zotl
tentang T\.rnjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
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.

Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada

Inspektorat KabuPaten Katingan.

48. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2OL2

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter

Gigl, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata

49.

Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan,

Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator

Kesehatan, Pen5ruluhan Kesehatan Masyarakat,

Perawat Gigl, Nutrisionis Optisien, Terafis Wicara,

Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi

Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di

Wilayah KabuPaten Katingan.

Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2OL2

tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat,

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Katingan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2Atl

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2OL3 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014;

50.

51.

Menetapkan :

MEMUTUSI{AN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM

PENYUSUNAN ANGGARAI{ PENDAPA?AII DAN BELANJA

DAERAH I(ABUPA?EI{ KATII{G"E,U ?AHUH A}IGCARA}I

2A14.

BAB I
I{ETENTUAN UMUII

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang

selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana

Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD

Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
I



2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok

kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan

pemerintah Kabupaten Katingan, Prinsip dan kebijakan Pen3rusunan

APBD Kabupaten Katingan, teknis pen5rusunan APBD Kabupaten

Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus

diperhatikan / dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah

Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat

dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.

Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah

Landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran

programlkegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka pen)rusunan

Rencana APBD dan Rancangarl Perubahan APBD.

Teknis Pen5rusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus

dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pen5rusunarl

APBD.

6. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat, Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua,

Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah AgUng, Hakim pada

Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan

Agama, Peradilan Militer, dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas

peradilan (yustisial), Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua

dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua,

dan Anggota Komisi Yudisial, Menteri, dan Jabatan yang setingkat

Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan

Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil

Walikota.

7. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan

8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

bekerj a pada Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten I Kota.

3.

4.

5.



g. pegawai Tidak Tetap/Pekerja Harian/Tenaga Kontrak adalah pegawai

yangdiangkatuntukjangkawaktutertentugunamelaksanakantugas

pemerintahan dan pembangUnan yang bersifat teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai

pegawai Negeri dan diikat dengan perjanjian kerjasama' untuk di

lingkungan Kabupaten Katingan disebut sebagai Tenaga

Ahli/Pendukung.

1O. Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri

sipil atau calon Pegawai Negeri sipil yang pembayarannya bersamaan

dengan PembaYaran gaji bulanan'

ll.Tambahan Penghasilan diluar dari gaji dan tunjangan daerah diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

L2.Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu untuk

membantu anggota DPRD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD serta mengumpulkan data, mengadakan pengkajian

serta penelahaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan

kebutuhan fraksi.

13. Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam

struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat

diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya:

auditor pabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter,

perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranatakomputer,

statistisi, prxratala boratorium pendidikan, dan penguji kendaraan

bermotor.

14.Unit Layanan Pengadaan Barxrg/Jasa, yaitu tempat untuk penyedia

pemilihan betangljasa dengan tugas pokok menetapkan dokumen

pengadaan besaran nominal, dan non penawarall, pengumuman untuk

masyarakat umum melalui LPSE dalam portal nasional, menilai

kualifikasi melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi, melakukan

evaluasi administrasi, teknis dan tesnya'

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yallg dilaksanakan oleh satu atau

lebih unit keda pada SKPD sebagai dari bagian pencapaian sasaran



terukur pada satu program dan tediri dari sekumpulan tindakan

penyerahan sumber daya baik yang benrpa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/Jasa.

17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

18. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

19. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih.

2A. Analisis Standar Belanja adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/I*mbaga, baik berupa Standar Biaya

Masukan maupun Standar Biaya Pengeluaran.

2l.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

program dan kegiatan yang direncanakan.

22.Capatan Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai

yang berwqjud kualitas, kuantitas, elisien dan efektifitas pelaksanaan

dari setiap program dan kegiatan.

23. Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

24. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang

/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah.

25. Analisis standart belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban

kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

26.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

27.Tanf adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu

untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

2$.E,arang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli dan

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainya yang

sah.

29.Barang milik daerah berupa aset tetap, yarLg selanjutnya disebut asset

tetap adalah asset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih daxi t2
(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

L7



digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masYarakat umum

30. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset'

31. Biaya Perolehan adalah Jumlah kas atau setara kas yang telah dan

yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah

dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada

saat perolehan atau kontrtrksi sampai dengan asset tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan'

S2.Ke}alemburadalahsegalapekerjaanyangharusdilakukanoleh
PegawaiNegeriSipil,CalonPegawaiNegeriSipil,tenagahonorer
daerah serta tenaga kontrak daerah pada waktu-waktu tertentu diluar

jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan

kantor Pemerintah.

BAB II
PEDOMAN PEIYYUSUNAN

Pasal 2

(1) Pedoman Pen5rusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2OL4, meliPuti:

1. Tujuan Panduan;

2. Landasan PenYusunan RKA-SKPD;

S.PrioritasPembangunanDaerahTahunAnggaran2ol4;

4. Prinsip-prinsip Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2oL4;

5. Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2OL4; darr

6. Hal-hal khusus LainnYa.

(21 urctan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2OL4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

L2



BAB III
KBTEilTUAN PEIIUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUnd€Lnga.n

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2OL3

BUPATI I{ATINGAN

AIIMN) YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

JAINUDIN SAPRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR :
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